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ABSTRAK

Persoalan poligami memang selalu menarik untuk diperbincangkan,
karena masalah poligami ini cukup kontroversial dan sangat dilematis, di satu sisi
poligami dianggap sebagai solusi, sedangkan di sisi lain poligami justru bukan
bagian dari solusi dalam tujuan perkawinan, karena selama ini banyak orang
beranggapan bahwa poligami merupakan bentuk ambisi lelaki/suami yang ingin
memuaskan nafsu birahinya. Dalam Islam poligami diperbolehkan dengan syarat-
syarat tertentu, begitu juga dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia,
syarat yang ditentukan tidak mudah. Oleh karena itu, perkara poligami
merupakan tugas berat bagi para Hakim di Pengadilan Agama sebagai pihak yang
berwenang menerima dan menyelesaikan perkara tersebut. dalam mengambil
keputusan, pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting dan putusan yang
dijatuhkan merefleksikan dimensi keutuhan pertanggungjawaban kepada hukum,
kebenaran dan keadilan, serta pertanggungjawaban kepada Allah.

Pada tahun 2011 ini Pengadilan Agama Indramayu telah memberi putusan
terhadap 3 (tiga) perkara poligami, antara lain dengan alasan: 1) isteri tidak dapat
melahirkan keturunan (mandul) 2) karena isteri tidak bisa menjalankan
kewajibannya sebagai seorang isteri 3) isteri sering sakit-sakitan dan sulit untuk
disembuhkan. Dari ke tiga alasan tersebut di atas menurut penyusun telah sesuai
dengan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum
Islam, namun penyusun menemukan ada satu permasalahan pada perkara dengan
alasan isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Pada
perkara ini calon isteri kedua pemohon dinyatakan telah hamil akibat hubungan
dengan sang pemohon.

Skripsi ini bersifapreskriptif, yakni dimaksudkan untuk pengukuran yang
cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Dalam hal ini berkaitan dengan
pertimbangan Hakim dalam mengabulkan izin poligami dan alasannya apakah
sesuai dengan norma dan kebutuhan masyarakat yang didasarkan hukum Islam
dan perundang-undangan di Indonesia dan menggunakan pendekatan normatif
yuridis dengan bangunan Teori Penemuan Hukum. Teori Penemuan Hukum ini
digunakan sebagai jalan untuk mencari jawaban atas suatu sikap yang diberikan
Majelis Hakim di Pengadilan Agama Indramayu dalam memeutuskan perkara
poligami. Penulis melacaknya selain melalui wawancara terhadap hakim yang
bersangkutan juga melalui penganalisisan terhadap produk hakim yang berupa
putusan-putusan perkara poligami di Pengadilan Agama Indramayu.

Mengenai pertimbangan hakim di Pengadilam Agama Indramayu, dalam
menyelesaikan perkara poligami. menurut penyusun sebagian telah sesuai dengan
Undang-undang serta hukum Islam, walaupun satu dari tiga perkara yang
penyusun teliti terdapat permasalahan dengan hamilnya calon isteri kedua. Namun
penyusun berpendapat bahwa hal tersebut demi tersentuhnya kemaslahatan
kepada semua pihak yang bersangkutan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang perkawinan sebagai amanat Allah. Amanat adalah
sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari
pemberinya dan karena kepercayaannya itu apa yang diamanatkan akan dipelihara
dengan baik dan aman di tangan yang diberi amanat. Istri adalah amanat Allah
kepada suami, demikian pula suami merupakan amanat Allah kepada istri. Suami-
istri, keduanya harus berjanji menjaga amanat itu sekuat-kuatnya.

Hukum asal dari perkawinan menurut agama Islam adalah monogami,
sebab dengan monogami akan mudah menetralisasikan sifat atau watak cemburu,
iri hati, dengki dan suka mengeluh yang bisa mengganggu ketenangan dan
membahayakan keutuhan rumah tangga, karena itu poligami hanya diperbolehkan

bila dalam keadaan darurat. Allah SWT berfirman dalam sufHisa’ (4): 129 :

Balalls” Ua g pds L) ST 15LE S 0o > g sl g ) i O Vgadazas )

! Musdah Mulia,Pandangan Islam tentang Poliganfilakarta: Lembaga Kajian Agama
dan Jender kerja sama dengan Perserikatan Solidaritas Perempu@ihedasia Foundation
1999, him. 64.

2 An-Nisa’ (4): 129



Ayat di atas menegaskan bahwa asas perkawinan dalam Islam pada
dasarnya monogami. Meskipun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat
pintu kemungkinan berpoligami atau beristerikan lebih dari seorang perempuan,
sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Di Indonesia untuk dapat melakukan poligami seorang suami harus
mengajukan permohonan izin kepada pengadilan terlebih dahulu. Hal ini sesuai
dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat
(1)*.dan kompilasi hukum Islam Pasal 56 ayat (1) dafi (2).

Bila suami akan mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan,
maka suami harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan
pada pasal 5 ayat (1), yaitu:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan
isteri-isteri dan anak-anak mereka.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan

anak-anak mereRa

3 Bunyi pasal tersebut adalah “dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang
sebagaimana dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan
kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

* Bunyi pasal tersebut adalah “suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus
mendapat izin dari Pengadilan Agama” dan “Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1)
dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975.”

® UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan
tiga alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk berpoligami. Pengadilan
hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu,
apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.
2. lIsteri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

3. Isteri tidak dapat melahirkan ketururfan.

Oleh karena itu, poligami diperbolehkan tetapi mempunyai syarat-syarat
yang rumit untuk dilakukan, sebagai contoh beban batin bagi perempuan yang
dimadu. Beban tersebut dikarenakan jarang sekali ada seorang suami yang bisa
memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami tersebut dan mampu
memimpin dan mengatur rumah tangganya secara teratur, sehingga terwujud
rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang

dikehendaki oleh Allah SWT, menjadi sulit direalisasikan.

Ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya kasus poligami, baik yang
dilakukan pihak isteri maupun suami, seperti: kemandulan yang dialami oleh isteri
dan telah terbukti secara medis, sakit kronis atau cacat badan yang dialami isteri
dan sikap pembangkangan isteri terhadap suami yang menyebabkan seorang isteri
tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai isteri. Sebab-sebab tersebut apabila
dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, maka telah

sesuai/memenuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.

® pasal 4 ayat (2).



Oleh karena ketatnya syarat-syarat poligami, maka seorang suami yang
akan berpoligami harus mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan

agama. Dengan demikian, tidak semua suami mampu melakukan poligami.

Pengadilan Agama Indramayu adalah pengadilan Agama kelas 1A yang
telah menerima, memeriksa, menyelidiki dan menyelesaikan berbagai masalah
perdata bagi mereka yang beragama Islam, termasuk perkara poligami. Dalam
perkara poligami, menteri Agama RI telah mengeluarkan ketentuan pelaksanaan
yang dinyatakan dalam peraturan Menteri Agama (Permeneg) No. 3 Tahun 1975.
Ketentuan ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan teknis yang harus dipatuhi
Pengadilan Agama dalam memberikan izin poligami. Pasal 1 ayat (2)
menyebutkan izin isteri lebih dari seorang dari Pengadilan Agama ialah penetapan

yang berupa izin beristeri lebih dari seorang.

Permohonan izin poligami yang di dalamnya berisi tuntunan hak perdata
oleh satu pihak yang berkepentingan untuk meminta beristeri lebih dari seorang
termasuk dalam perkareontentius,Sebab di dalamnya mengandung sengketa
antara pihak-pihak yang berperkara antara pemohon dan terfhohon.

Persoalan poligami perkara yang dilematis. Di satu sisi, poligami dianggap
sebagai solusi atas persoalan yang melanda kehidupan rumah tangga yang sedang
dijalani oleh suami isteri. Di sisi lain poligami justru dianggap bukan bagian dari

solusi dalam menggapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yaitu rumah tangga yang

" Anwar sitompul, Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama
(Bandung: ARMICO, 1984), him. 67-68.

8 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agaroet. V (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004), him. 39-41.



kekal dan abadi yang diridhai Allah SWT, dan didasarkan pada cinta dan kasih
sayang.

Perkara permohonan izin poligami, dengan persyaratannya yang ketat, ada
yang ditetapkan dengan pemberian izin berpoligami dan ada pula yang ditolak.
Dalam hal ini, pengadilan Agama dituntut untuk memberikan suatu putusan yang
mengandung kemaslahatan yang lebih besar dan sesuai dengan rasa keadilan yang
berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
Islam.

Hakim sebagai organ pengadilan dianggap mengetahui hukum. Pencari
keadilan datang padanya untuk memohon keadilan. Jika para hakim tidak
menemukan hukum tertulis, mereka wajib menggali hukum tidak tertulis untuk
memutus perkara berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan
bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat,
bangsa dan NegafaSeandainya peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas
sebagai penegak hukum dan keadilan, ia wajib menggali, mengikuti dan
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyardkat.

Pengadilan Agama Indramayu tahun 2011 sampai bulan agustus tahun ini
telah memutus 3 perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon
yaitu: pertama perkara Nomor:1528/Pdt.G/2011/PA.IM dalam perkara ini,
pemohon bermaksud menikah lagi (poligami) dengan alasan isteri tidak dapat

menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Pada perkara ini pemohon

° Pasal 14 dan penjelasannymdang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-
pokok Kekuasaan Kehakiman.

191bid, Pasal 27 ayat (1).



merasa akan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isterinya dengan
penghasilan sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya.

Kedug Perkara Nomor:1729/Pdt.G/2011/PA.IM dengan alasan isteri
sering sakit-sakitan sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai
seorang isteri. Dalam perkara ini pemohon merasa sanggup untuk memenuhi
kebutuhan isteri-isteri dan dua orang anaknya dengan penghasilan setiap bulannya
sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Saat berlangsungnya sidang, termohon
yang sudah dipanggil secara sah untuk menghadap sidang tidak hadir sehingga
permohonan pemohon dikabulkan dengan putusesiek

Ketiga, perkara Nomor:0116/Pdt.G/2011/PA.IM pemohon mengajukan
permohonan izin poligami dengan alasan isteri tidak mampu memberikan
keturunan dari hasil pernikahan mereka. Pemohon merasa sanggup untuk
menafkahi kedua isterinya kelak, dengan penghasilan sekitar Rp.5.000.000,- (lima
juta rupiah) setiap bulannya.

Mengabulkan ataupun menolak permohonan izin poligami merupakan
tugas berat hakim di Pengadilan Agama sebagai pihak yang berwenang menerima
dan menyelesaikan perkara tersebut. Dalam mengambil keputusan, pertimbangan
hakim merupakan bagian terpenting, sehingga putusan yang dijatuhkan
merefleksikan dimensi keutuhan pertanggungjawaban kepada hukum, kebenaran
dan keadilan, serta pertanggungjawaban kepada Allah SWT.

Penyusun memilih Pengadilan Agama Indramayu karena merupakan

pengadilan Kelas 1A di mana jumlah perkara yang ditangani oleh pengadilan



tersebut di atas rata-rata. dimana dari tahun ke tahun, jumlah perkara yang
diterima oleh Pengadilan Agama Indramayu terus bertafibah.

Mengenai perkara izin poligami sendiri yang penyusun angkat setidaknya
pada tahun 2011 ada tiga perkara yang telah memperoleh amar putusan yakni
antara lain, perkara Nomor 1528/Pdt.G/2011/PA.IM, Nomor
1729/Pdt.G/2011/PA.IM dan Nomor 0116/Pdt.G/2011/PA.IM. Penelitian ini akan
memfokuskan kajian pada tiga putusan tersebut.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka pokok masalah yang akan

penyusun angkat adalah:

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan dan
memutuskan perkara izin poligami Nomor 1528/Pdt.G/2011/PA.IM, Nomor

0116/Pdt.G/2011/PA.IM dan Nomor 1729/Pdt.G/2011/PA.IM.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkara izin poligami Nomor
1528/Pdt.G/2011/PA.IM, Nomor 0116/Pdt.G/2011/PA.IM dan Nomor

1729/Pdt.G/2011/PA.IM.

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Mengetahui dan memahami pertimbangan majelis hakim dalam

memutuskan dan menyelesaikan perkara izin poligami

! “profil pa-indramayu,” www.pa-indramayu.co,idkses 17 September 2011




No0.1528/Pdt.G/2011/PA.IM, N0.0116/Pdt.G/2011/PA.IM. dan
No0.1729/Pdt.G/2011/PA.IM.

b. Mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam pada perkara izin
poligami No0.1528/Pdt.G/2011/PA.IM, No0.0116/Pdt.G/2011/PA.IM. dan
No0.1729/Pdt.G/2011/PA.IM.

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap
khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang aktualisasi hukum Islam
terutama mengenai permasalahan poligami.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap sikap
hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam memutuskan dan
menyelesaikan perkara permohonan izin poligami dan diharapkan dapat
menjadi tambahan referensi dan acuan dalam masalah yang berkaitan
dengan poligami.

D. Telaah Pustaka

Beberapa literatur yang telah penyusun telusuri, ada beberapa skripsi yang
relevan dengan judul yang dibahas antara lain yakipsi yang disusun oleh
Fakhruddin Aziz yang berjudul “Studi terhadap Penolakan lzin Poligami di
Pengadilan Agama Yogyakarta Tah@®05”. Dalam skripsi tersebut berisi
tentang tinjauan putusan Hakim atas penolakan izin poligami di Pengadilan
Agama Yogyakarta. Dalam skripsi tersebut membahas tentang dua perkara yang

ditolak/tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, yaitu: perkgrartama tentang



pemohon yang bermaksud menikah lagi (poligami) dengan alasan untuk
mendapatkan keturunan. Namun permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim
dengan pertimbangan isteri Pemohon (Termohon) tidak mengizinkan suaminya
menikah lagi. Perkar&edua yaitu: pemohon mengajukan permohonan izin
poligami dengan alasan tidak mau berlarut-larut dalam perbuatan dosa karena
telah lama berhubungan dengan calon isteri. Permohonan tersebut ditolak Majelis
Hakim dengan pertimbanagan bahwa alasan tersebut tidak termasuk salah satu
alasan poligami yang tercantum dalam perundang-undangan, dan hakim tidak
melakukan penggalian hukdm

Kedua,skripsi yang disusun oleh Umi Zulaifatut Taufigoh yang berjudul
“Penolakan dan Pemberian Izin Poligami (Study Putusan No. 214/Pdt.G/2002/PA
SMN dan No. 243/Pdt.G/2003/PA.YK)® Kasus yang dibahas dalam skripsi
tersebut cukup menarik, dimana dalam skripsi tersebut membandingkan antara
dua kasus izin poligami, antara Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan
Agama Sleman. Dalam kasus tersebut, pemohon mengajukan izin poligami di
Pengadilan Agama Sleman dengan alasan untuk menghindari perbuatan dosa
(zina), dimana alasan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, akan tetapi
Majelis Hakim mengabulkan izin poligami tersebut. Kasus yang terjadi di

Pengadilan Agama Sleman, dimana dalam kasus tersebut wanita yang dikencani

2 Fakhruddin Aziz, “Study terhadap Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama
Yogyakarta2005” skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2008).

13 Umi Zulaifatut Tauffigoh"Penolakan dan Pemberian Izin Poligami (Studi Putusan No.
214/Pdt.G/2002 PA SMN dan No. 243/Pdt.G/2003 PA Y8&Kripsi tidak diterbitkan Fakultas
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).
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tersebut hamil dan melahirkan anak, kasus tersebut ditolak oleh Majelis Hakim di
Pengadilan Agama Sleman.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Rahman Bahari yang berjudul “Tinjauan
Hukum Islam terhadap Izin Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Wates
Th 2008)” Alasan-alasan permohonan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan
Agama Wates tahun 2008. Dalam Islam ada kebolehan untuk beristeri lebih dari
seorang, antara pemohon dan calon isteri kedua pemohon saling mencintai dan
ingin terhindar dari sesuatu yang dilarang Allah SWT. Termohon kurang dalam
memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, Pemohon ingin punya anak dan
Pemohon juga ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya karena calon isteri
kedua telah hamil 4 (empat) bulan akibat hubungan di luar nikah. Pemohon dan
calon isteri kedua Pemohon sudah saling mencintai dan sering bertemu karena
berada dalam satu manajemen pekerjaan dan pemohon khawatir apabila tidak
menikahinya Pemohon akan berbuat zina dengannya. Termohon sudah tidak dapat
lagi melayani kebutuhan seksual Pemohon secara memuaskan karena sudah tidak
menstruasi dan termohon bekerja sebagai TKI di luar negeri.

Skripsi yangkeempatyaitu skripsi yang berjudul “Aplikasi Alasan-alasan
Poligami dalam Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Ciamis
Th. 2000-20030leh Jajang MulyanaDalam skripsi tersebut membahas tentang
bagaimana kondisi-kondisi serta alasan-alasan poligami yang dikemukakan oleh

suami-suami yang hendak berpoligami di Pengadilan Agama sehingga mereka
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berani mengajukan permohonan izin poligami dan bagaimana hakim
menyelesaikan izin tersebtit

Skripsi yangkelima ditulis oleh M. Hafid Aji PranomS dengan judul
“Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2005-2006
tentang Alasan-Alasan Poligami.” Permohonan izin poligami di PA. Boyolali
tahun 2005-2006 ada beberapa perkara, namun hanya ada dua alasannya yaitu
isteri merasa sakit/menolak berhubungan seksual dan isteri tidak dapat
memberikan keturunan. Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah (1)
dari permohonan izin poligami yang ada di Pengadilan Agama Boyolali pada
tahun 2005-2006 secara yuridis alasan-alasan permohonan poligami yang ada.
Alasan-alasan permohonan izin poligami yang bersifat sosiologis diantaranya
adalah karena tingginya penghasilan, kurang terpenuhinya kebutuhan biologis, di
samping faktor usia. (2) Dasar pertimbangan Majelis Hakim secara yuridis dalam
memutuskan perkara permohonan poligami adalah karena perkara yang diajukan
telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan Hakim
yang bersifat sosiologis dengan mengingatkan kepada para pihak yang
bersangkutan kepada harta yang harus dijaga jangan sampai menimbulkan konflik
dalam rumah tangga, menjaga sikap adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya,

serta sikap saling menghormati diantara isteri dengan anggota keluarga lainnya.

4 Jajang Mulyana, “Aplikasi Alasan-Alasan Poligami dalam perkara Permohonan izin
Poligami di Pengadilan Agama Ciamis Th. 2000-208Rfijpsi tidak diterbitkanFakultas Syari,ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

15 M. Hafid Aji Pramono, “Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Boyolali
Tahun 2005-2006 tentang Alasan-Alasan Poligaysktipsi tidak diterbitkanFakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).
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Skripsi yang disusun oleh Miftah Idris dengan judul Pertimbangan Hakim
Terhadap Perkara Poligami (Studi terhadap putusan PA. Palopo Tahun 2003-
2006). Skripsi ini membahas mengenai pertimbangan majelis hakim di Pengadilan
Agama Palopo dalam menyelesaikan perkara poligami, yang mana dalam skripsi
tersebut membahas empat perkara izin poligami dan semuanya diferima.

Skripsi yang disusun oleh Nur Sholihah yang mengusung judul, Alasan-
alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi Kasus di PA
Yogyakarta Tahun 1999-2001). Dalam skripsi ini ada 10 perkara izin poligami
yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta dan dari 10 perkara tersebut ada
3 perkara yang ditolak dan 7 dikabulkan oleh majelis hakim setémpat.

Beberapa beberapa judul skripsi di atas terdapat kemiripan dengan skripsi
penyusun, dimana yang menjadi obyek penelitian adalah pertimbangan hakim
dalam mengambil keputusan. Dalam penelitian ini penyusun menemukan ada
salah satu perkara yang menurut penyusun dirasa cukup menarik. yaitu pada
perkara nomor 1528/Pdt.G/2011/PA.IM, dimana ada perbedaan antara ketentuan
izin poligami yang disyaratkan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan.

Hal ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri dalam menyusun skripsi ini.

16 Miftah Idris, “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Poligami di PA. Palopo Tahun
2003-2006",skripsi tidak diterbitkan,Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Y Nur Sholihah, “Alasan-alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi
Kasus di PA Yogyakarta Tahun 1999-20019kripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).
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E. Kerangka Teoretik

Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan
bagi tuntutan kehidupan. Allah SWT paling mengetahui kemaslahatan hamba-
Nya. Islam tidak menciptakan aturan poligami dan tidak mewajibkannya terhadap
kaum muslim. Hukum dibolehkannya telah didahului oleh agama-agama samawi.
Kedatangan Islam memberikan landasan dasar yang kuat untuk mengatur serta
membatasi keburukan dan madharatnya yang terdapat dalam masyarakat yang
melakukan poligami. Norma dalam berpoligami sungguh telah diatur dalam
agama Islam. Dalam hal ini norma menuntut orang yang berpoligami harus

menjaga moral, yaitu berupa moral dengan mengurangi hawa nat&unya.

Syari'at Islam yang dilandasi kedua sumbernya yaitu al-Qur'an dan as-
Sunnah bertujuan untuk membawa umatnya kepada kebaikan di dunia dan di
akhirat. Di dalamnya terdapat semua bentuk tata aturan kehidupan setiap manusia.
Salah satunya adalah aturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan,
khususnya dalam hal perkawinan poligami. Walaupun terdapat kontroversi
tentang poligami akan tetapi semua sepakat kebolehannya dan mendasarkan pada

firman Allah SWT:

c);w)@;w\wvﬁgwu\f&uw\g\My\&so\j
19 ) a5 W 35 U3 o Ss) e Se Lo ) 3ol g8 ) e VI i O

18 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawicetrke-3 (Jakarta: bulan
bintang, 1993), him. 8.

9 An-Nisa’ (4):3.
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Pendapat mayoritas ulama, selain menggunakan firman Allah yang
menunjukkan batasan empat orang isteri batasan poligami, juga menggunakan
hadis nabi sebagai dalil tentang batasan jumlah isteri. Dalam hadis disebutkan
bahwa nabi telah menyuruh &llan untuk mengambil empat orang isteri dari
sepuluh orang isterinya dan menceraikan yang lain saat ia masuk Islam. Seperti

yang diriwayatkan oleh Imam Tar#isebagai berikut:

ool ane ekl BlaUL) (3 g i dy ool s Al oy Od O
0 gie a1 iy O ey e ) o
Hal lain yang harus dipertimbangkan agar terciptanya kemaslahatan

bersama terdapat dalam kaidah-kaidah figih:

.é\..ak\ o e pi Aolall ¢ s
dlp 2
RO T {1 P  E TR U et
A gan] OISGL 1y) b Lagalasl o9, Obtuis o, las 13|
Keberadaan poligami lebih sebagai jalan keluar daripada menciptakan
masalah. Dalam hal ini bukan berarti mencoba menjawab pertanyaan antara

monogami dan poligami, tetapi lebih merujuk pada kebutuhan kondisi yafg ada.

2 Abi ‘lsa Muhammad bin ‘Isa bin Saural)-Jami’ as-Sahih wa Huwa Sunan at-Tirmizi
(Makkah al-Mukarromah: al-Maktabah al-Tijariyyah, t.t.), lll: 435, Hadis Nomor 1128, “kitab an-
Nikah,” “Bab ma Ja’a far-Rajul Yuslim fa ‘indahu ‘Asyr an-Niswah.”Hadis dari ibn Umar.

>l Asmuni A. RahmarQa’idah-Qa’idah Figih (Qawa'idul Fighiya)) (Jakarta: Bulan
Bintang, 1976), cet ke-1.him. 76, 82, 85.

2 Khoirudin NasutionRiba dan Poligami, sebuah studi kritis atas pemikiran Muhammad
Abduh cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), him 107-108.
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur
masalah poligami adalah Pasal 3,4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
(1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh
mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai
seorang suami.
(2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih
dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut
dalam pasal 3 ayat(2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan
permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin
kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila;
a. Isteri tidak dapat manjalankan kewajibannya sebagai isteri.
b. Isteri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi
syarat-syarat sebagai berikut;

a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri
dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan
bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam pejanjian, atau
apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2
(dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat
penilaian dari hakim pengadilan.

Permasalahan poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam
yaitu Pasal 55,56,57 dan 58.
Pasal 55

(1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya
sampai empat orang isteri.

(2) Syarat utama beristeri lebih dari satu, suami harus mampu berlaku adil
terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin
dipenuhi, suami dilarang beisteri lebih dari seorang.
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Pasal 56

(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin
dari Pengadilan agama.

(2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (10) dilakukan
menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VII PP No. 9 Th.
1975.

(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat
tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang
akan beristeri lebih dari satu apabila;

a. lIsteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.

b. Isteri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. lIsteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

(1) Selain syarat utama yang disebut Pasal 55 ayat(2) maka untuk
memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat
yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-undang No. 1 Th. 1974 Tentang
Perkawinan.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b PP No. 9 Th.
1975, persetujuan isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan
lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini
dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan
Agama.

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi
seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin
dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam
perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya
sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu
mendapat penilaian hakim.

Pasal 59
Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan

permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang berdasarkan atas
salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57.
Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah
memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan
Pengadilan agama dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat
mengajukan banding atau kasasi.
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Kompilasi Hukum Islam sesungguhnya telah meletakkan tentang
ketentuan-ketentuan berpoligami atau beristeri lebih dari seorang, termasuk
syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga keinginan suami berpoligami dapat
dikabulkan oleh Pengadilan Agama.

Dalam prosedur permohonan izin poligami pada tahap pembuktian,
Pengadilan Agama akan memeriksa mengenai:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi,
sebagaimana alasan alternative yang tercantum dalam pasal 4 Undang-
undang perkawinan.

2. Ada atau tidaknya kemampuan suami menjamin keperluan hidup isteri-
isteri dan anak-anak yang memperlihatkan:

a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani

oleh bendahara tempatnya bekerja.

b. Surat keterangan pajak.

c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

3. Ada atau tidaknya persetujuan isteri baik secara lisan maupun tertulis yang
harus dinyatakan dalam sidang.

4. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami-akan berlaku adil.

Dalam pasal 62 UU No. 7 Tahun 1989, bahwa seorang hakim wajib
mencantumkan dasar pertimbangan cukup dan matang dalam setiap keputusannya,
termasuk ketika memberikan izin poligami bagi suami, setiap putusannya harus
jelas dan cukup motivasi dalam pertimbangannya. Hal ini berarti bukan hanya

sekedar motivasi dalam mempertimbangkan tentang alasan-alasan dan dasar-dasar
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hukum serta pasal-pasal yang berlaku, tetapi harus meliputi sistematika

argumentasi dan kesimpulan yang terang dan mudah dipahami, termasuk juga
ketika membuktikan, bahwa suami yang mengajukan permohonan poligami itu

mampu menjamin keperluan para isteri dan anak-anaknya.

Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 menegaskan, bahwa segala
putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut,
memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk
mengadili.

Pasal 28 ayat (1) No. 4 Tahun 2004 menegaskan, jika hakim tidak
menemukan ketentuan hukum tentang perkara yang diajukan kepadanya, hakim
wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

yang hidup di masyarakat.

F. Metode Pendlitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian " ini termasuk dalam jenis penelitian pustgiarary
research), yakni jenis penelitian yang datanya diproses dengan cara
menelusuri bahan-bahan pustak@alam penelitian pustaka ini, data pokok
yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Indramayu dalam
memberikan izin poligami dalam perkara Nomor 0116/Pdt.G/2011/PA.IM,

nomor 1528/Pdt.G/2011/PA.IM dan nomor 1729/Pdt.G/2011/PA.IM dan

% Lexy J. MoleongMetode Penelitian Kualitatif(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
1993), him. 21.
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peraturan yang berlaku serta buku-buku terkait. Adapun data yang diperoleh
melalui wawancara kepada hakim merupakan data pendukung dalam
penyusunan skripsi ini.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifapreskriptif?* yakni memberikan penilaian terhadap
pertimbangan hakim, apakah sesuai atau tidaknya dengan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

a. Pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan
mendasarkan pada hukum Islam (Nash dan kaidah-kaidah figh serta di
dukung dengan pemikiran para ulama).

b. Pendekatan yuridis, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan
mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan (Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-
Undang No.14 tahun 1970 tentang Pokok-pokilekuasaan Kehakiman)
yang berlaku di Indonesia.

4. Sumber data
a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, yang
berisi tentang berkas perkara berupa putusan permohonan izin poligami
dengan perkara Nomor 0116/Pdt.G/2011/PA.IM, nomor

1528/Pdt.G/2011/PA.IM dan nomor 1729/Pdt.G/2011/PA.IM.

24 KuncaraningratMetode-Metode Penelitian MasyarakgtJakarta: Gramedia, 1997),
him. 38.
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b. Data skunder merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada
para hakim dan panitera Pengadilan Agama Indramayu yang menangani
kasus tersebut dan buku-buku terkait.

5. Analisis Data
Data yang diperoleh kemudian dianalisis secdeduktitkualitatif.
Artinya penyusun menganalisis data primer secara kualitatif dengan

berangkat dari ketentuan normatif dan yuridis sebagai pijakan awal analisis.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dan penulisan dalam skripsi ini agar menjadi terarah,
komprehensif dan sistematis, maka penyusun menyusun sistematika pembahasan
sebagai berikut: Bab pertama sebagai pendahuluan meliputi: latar belakang
masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab keduanenjelaskan pengertian umum poligami dan selagagantar
untuk menuju pada masalah permohonan izin poligami berupa tinjauan umum
tentang poligami yang meliputi: pengertian poligami, dasar hukum, syarat dan
alasan poligami, dan izin poligami.

Bab ketiga mendiskripsikan data-data perkara poligami dan alasannya di
PA Indramayu vyaitu perkara Nomor 0116/Pdt.G/2011/PA.IM, nomor
1528/Pdt.G/2011/PA.IM dan nomor 1729/Pdt.G/2011/PA.IM, serta pertimbangan

Hakim terhadap dikabulkannya permohonan izin poligami tersebut.
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Bab empat, penyusun menganalisis terhadap pertimbangan hakim yang
menngabulkan permohonan izin poligami di PA Indramayu dari tinjauan yuridis,
sosial dan hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup yang meliputi: kesimpulan daari perkara-
perkara yang penyusun teliti ditinjau dari segi yuridis dan normatif. Didalam bab
penutup juga terdapat beberapa saran dari penyusun yang ditujukan untuk

pemerintah hakim dan pemohon.



BABV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah penyusun kemukakan pada bab-bab
sebelumnya untuk menjawab persoalan yang terdapat pada pokok masalah dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim terhadap perkara-perkara poligami di Pengadilan
Agama Indramayu di awal tahun 2011, secara keseluruhan menurut
penyusun telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia
yakni dengan mengacu pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkara
poligami dengan alasan isteri tidak menjalankan kewajibannya sebagai
seorang isteri, penyusun rasa ada kejanggalan dengan usia pernikahan
yang baru 21 hari berjalan, pemohon mengajukan izin poligami. Setelah
melakukan wawancara dengan hakim terkait ternyata diketahui bahwa
calon isteri kedua tersebut telah hamil. Ditinjau dari segi yuridis, perkara
tersebut memiliki kekuatan cukup dengan keadaan isteri tidak bisa
menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri seabagaimana

disebutkan dalam 4 ayat (2) huruf (a). UU No 1 Tahun 1974.

2. Dalam memberikan putusan hakim juga mengacu pada hukum-hukum

syari'at. Hakim menggunakan dalil-dalil nas dan kaidah-kaidah figh yaitu

65



66

dengan memeriksa alasan-alasan yang dipakai para pemohon menyangkut
syarat alternatif maupun kumulatbuatu perkara sudah terpenuhi baik
menurut hukum positif maupun Hukum Islam, maka tidak ada keraguan
bagi hakim untuk memutus mengizinkan poligami tersebut. dalam hal
hukum acara yaitu mendamaikan, pembuktian yang dilakukan atas dasar
alat bukti saksi dan alat bukti tertulis sudah sesuai dengan Hukum Islam,
begitu juga pernyataan wajib berlaku adil bagi seorang suami ketika
berpoligami juga sudah sesuai dengan Hukum Islam. Untuk perkara
dengan alasan isteri tidak bisa melayani suami. Pertimbangan hakim
mengabulkan izin poligami tersebut lebih dipertimbangkan untuk
menghindari kemafislatan yang akan timbul jika pemohon tidak menikahi

calon isteri kedua dengan mengacu pada kaidah figh.
B. Saran-saran

Melihat pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara

permohonan poligami, penyusun dapat memberikan saran antara lain :

1. Untuk Pemohon: Islam membolehkan poligami bukan semata-mata untuk
memenuhi kebutuhan biologis (seksual) para suami. peraturan yang
diterapkan oleh hukum Islam maupun undang-undang cukup ketat dalam
mengatur masalah poligami ini. Terbukti adanya syarat kumulatif dan
alternatif. Oleh sebab itu, hendaknya para suami tidak boleh menganggap
mudah apabila akan berpoligami. Karena dengan bertambahnya isteri

maka akan semakin bertambah pula beban hidup baik lahir maupun bathin.
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2. Untuk Hakim: Hendaknya hakim mempertimbangkan keadaan isteri. Bila
memang isteri tersebut berada pada kondisi yang sakit-sakitan, maka
permohonan poligami sebaiknya tidak dikabulkan. Di samping itu hakim
memberikan petunjuk  dan nasihat-nasihat kebaikan agar suaminya
merawat isterinya yang sakit-sakitan supaya bisa lekas sembuh kembali.
Mengingat orang yang sakit membutuhkan dorongan dan motivasi dari

orang-orang terdekatnya selama proses penyembuhan.

3. Untuk Pemerintah: Sebaiknya untuk masalah alat bukti saksi dan alat bukti
tertulis lebih diperketat lagi, apabila diperhatikan dalam perkara-perkara
yang penyusun bahas tidak ada satu pun saksi yang secara nasab dekat
dengan para pihak, setidaknya dengan hadirnya keluarga dari para pihak
akan membenarkan bahwa pernikahan poligami tersebut diketahui oleh
keluarga para pihak, yang nantinya akan cukup berpengaruh terhadap
kelangsungan kehidupan keluarga tersebut, yang tentunya berorientasi

menuju keluargaakinah, mawadah wa rahmah.
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